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Blitar, 18 September 2024

400/319/410.201.1/2024 Kepada

Penting Yth. Sdr.Ka. Dinas Komunikasi,

1 (satu) berkas Informatika dan Statistik
Tim Pelaksana PPID Kota Blitar

Bappeda Kota Blitar

Menindak lanjuti Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Kota Blitar Tahun 2024, berikut kami kirimkan Surat Keputusan K‘epala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaiakan terima
kasih.




PEMERINTAH KOTA BLITAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Merdeka No. 105 BLITAR Kode Pos 66111
Telp : (0342) 801734 Telp/Fax. (0342) 813908

Email : bappeda@blitarkota.go.id website : http://bappeda.blitarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor : 188/316/410.201.1/2024
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELAKSANA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR

Menimbang

Mengingat

a.

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standart Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat
Daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk pejabat pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah

. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa
tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah denagn
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan
Kota - Kota Kecil di Jawa (Lembaga Negara Republik Indonesia
tahun 1954 Nomor 551);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2016 MNomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952)

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038)

Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaga Megara Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5071);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;



MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETUGA

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan
Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
memiliki tugas sebagai berikut :
a. Atasan PPID Pelaksana

1) Menunjuk PPID Pelaksana

2) Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di
Perangkat Daerah;

3) Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;

4) Mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian
sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

5) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik
yang dilakukan oleh PPID Pelaksana

b. Tim Pertimbangan:

1) Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar
Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;

2) Memberikan pertimbangan pengembilan keputusan
pemberian Informasi Publik kepada PPID Pelaksana

c. PPID Pelaksana

1) Memantau PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan
kewajibannya;

2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik
yang telah ditetapkan PPID;

3) Mengonsolidasikan proses penyampaian,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik;

4) Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugan
Pelayanan Informasi;

5) Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi
Publik ;

6) Membantu membuat, mengelola, memelihara dan
memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi
Publik agar mudah diakses oleh publik

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
mempunyai kewajiban untuk:
a. Atasan PPID Pelaksana :

1) Menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;

2) Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi publik di
Perangkat Daerah;

3) Menyusun Standar Pelayanan Publik atau Standart
Operasioanl Prosedur dalam pelayanan Informasi Publik;

4) Memberikan tanggapan atas keberatan yang ditujukan oleh
pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID
Pelaksana;

5) Menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat
Dearah di dalam proses pelayanan sengketa di Komisi
Informasi dan/atau di Pengadilan; dan



6) Menetapkan starategi dan metode pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas
Pelayanan Informasi.

b. Tim Pertimbangan

1) Merumuskan pertimbangan tertulis terkait Daftar Informasi
Publik, dan Informasi yang dikecualikan;

2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan
pemberian Informasi Publik kepada PPID Pelasana;

3) Memberikan pertimbangan terkait keberatan permchonan
Informasi Publik kepada Atasan PPID Pelaksana.

c. PPID Pelaksana

1) Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan
Informasi di Perangkat Daerah;

2) Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di
Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan
Informasi Publik; dan

3) Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk
menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam
melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik
yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan
tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau
Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Petugas
Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini,
dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 18 September 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




NO

Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar

Nomor : 188/316/410.201.1/2024

Tanggal 18 September 2024

Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

JABATAN DALAM PPID,
PELAKSANA

JABATAN DALAM INSTANSI

| 1.

Atasan PPID Pelaksana

Tim Pertimbangan

Kepala Badan Perencanaan

‘| Pembangunan Daerah Kota Blitar

a.

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Dearah

Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia,
Perekonomian dan Infrastruktur
Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Daerah

. Pejabat Fungsional Perencana Ahli

Muda dan Analis Kebijakan Ahli Muda
dilingkup Bappeda

3 I PPID Pelaksana

Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar

4

Petugas Pelayanan Informasi

Publik

a) Pengumpulan, Pendokumentasi
dan Penyediaan serta Klasifikasi
Dokumen Informasi Publik

b) Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik
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Ririn Wisma Saputri, S.Pd
Yunita Rahmawati, ST.
Puguh Arisudhana S.E
Yulita Nur Fajar Anisa S.IP
Rischi Wijayanti S.T.

Edy Rahendra

Dedi Samuel S.Pd

Raras Wangi Susanti A.Md

Kasubag Umum, Keuangan dan
Kepegawaian

Via Laurensia, A.Md

Rio Gatra Raharja, S.E

Achmad Abdan Sakur A.Md.

Thitit Tugas Priyanto

Siyadi, S.Kom

Atha Ghazy Amanullah Azhar A.Md.

Kepala Badan Perencangan Pembangunan Daerah




